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Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 
Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk)”. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua)  rumusan 
masalah, diantaranya: 1) bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/ PN.Plk tentang sanksi 
tindak pidana perdagangan orang, 2) bagaimana analisis hukum pidana Islam 
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/ 
PN.Plk. 
Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan 
metode kualitatif. Menggunakan data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri 
Palangakaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk, Undang-undang No 21 Tahun 
2007 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 296 KUHPidana. Serta data sekunder berupa buku-
buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum yang kemudian di analisis 
dengan teknik deskriptif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Pertimbangan hukum 
hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/PN.Plk 
dirasa kurang tepat. Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis serta 
fakta yang terdapat didalam persidangan bahwa terdakwa terbukti mendapat 
manfaat atau keuntungan dari hasil penyewaan kamar. Maka dari itu, sebaiknya 
hakim memutus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kedua, dalam hukum 
pidana Islam tidak ditemukan aturan mengenai sanksi  tindak pidana perdagangan 
orang maka dapat dijatuhi hukuman takzir, berupa hukuman penjara dan denda. 
Berdasakan kesimpulan di atas, maka disarankan: Pertama, kepada para 
hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan Undang-undang yang berlaku, 
mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi, serta 
hendaknya hakim memberikan keterangan mengapa memutus perkara tidak 
berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis. Kedua, kepada para 
masyarakat diharapkan untuk lebih aktif mengedukasi anak-anak serta berperan 
aktif melakukan pencegahan dan pelaporan kepada pihak yang berwajib jika 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi 
lumbung perdagangan orang, secara tidak langsung memiliki beberapa peran 
dalam perdagangan orang diantaranya sebagai negara asal, perantara, dan 
tujuan.1 Tindak pidana perdagangan orang perbuatannya tidak berdiri sendiri 
dan selalu di ikuti oleh perbuatan yang lain, baik dilakukan oleh beberapa orang 
ataupun korporasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.2  
Perdagangan orang adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara 
terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan atau melibatkan 
beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi 
orang demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan orang.3 
Kegiatan perdagangan orang makin marak berkembang, karena kegiatan ini 
mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelakunya 
sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat di desa ataupun 
di kota.4 Tidak hanya menimbulkan human social and economic cost yang 
                                                          
1 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan   
  Traffiking, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, cet 1, 2014), 106 
2 Ibid, 110 
3 Muhammad Kamal, Human Traffiking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di  
  Indonesia, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SiGn), cet 1, 2019), 53 
4 Marlina, Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,  
  (Jakarta: PT Refika Aditama, cet 1, 2015), 3 



































tinggi, kegiatan ini dapat menimbulkan kerugian berupa terjangkit penyakit 
kelamin dan HIV/AIDS.5  
Hadirnya korban dari praktik perdagangan orang, khususnya di 
Indonesia, tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya 
perdagangan orang. Antara lain: faktor ekonomi, pendidikan rendah 
pengangguran, sosial budaya, ketidaksetaraan gender, ekologis dan lemahnya 
penegakan hukum. Realita tersebut telah membuktikan banyak dari para 
pelaku perdagangan orang tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya 
merupakan kegiatan perdagangan orang.6 
Di Indonesia, praktik perdagangan orang masuk dalam tindak pidana 
yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
dimana selanjutnya dicabut sebagai bagian dari Undang-undang Republik 
Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Setelah disahkannya Undang-undang No 21 Tahun 2007, 
penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi jawaban atas 
tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat orang, khususnya yang 
kerap terjadi di Indonesia. Di samping memberikan ancaman pidana yang lebih 
berat kepada pelaku, Undang-undang No 21 Tahun 2007 juga mengatur 
pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana perdagangan 
orang serta mendapatkan restitusi (ganti rugi).7 
                                                          
5 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus..., 107 
6 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 6 
7 Ibid, 5 



































Terkait penjatuhan sanksi telah tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang No. 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana  
Perdagangan orang dapat dikenai hukuman berlapis, berupa pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta 
pidana berupa denda paling sedikit Rp120.000.000,00.- (seratus dua puluh juta 
rupiah)  dan paling banyak Rp 600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).8 
Di sisi lain, sebagai agama raḥmatan lil ‘ālamῑn, Islam menebarkan 
nilai-nilai kasih sayang, kedamaian, mampu menjalin hubungan harmonis 
dalam konteks hūqūq āllāh dān ḥūqūq āl-nās, kemampuan untuk membangun 
dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai 
makhluk mulia.9 Didalam al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang 
memperbolehkan praktik perbudakan, namun terdapat perintah untuk 
menghapuskan perbudakan, antara lain dijelaskan firman Allah dalam  QS an-
Nur ayat 33: 
 ِهِلْضَف ْنِم ُ َّللَّا ُمُه َيِنْغ ُي َّٰتََّح اًحاَكِن َنوُد َِيَ َلَ َنيِذَّلا ِفِفْع َتْسَيْلَو  َ  َنيِذَّلاَو ْْ َكَلَم اَّ ِِ ََ اَتِكْلا َننُغ َت ْ ْ َي 
 ًار ْ يَخ ْمِهيِف ْمُتْمِلَع ْنِإ ْمُهنُِْتاَكَف ْمُُكنَاْيْأ  َ  ْمُكَتَآ يِذَّلا َِّللَّا ِلاَم ْنِم ْمُهُنتآَو  َ  َو ْمُكِتاَي َت َف انُِهرْكُت َلَ
 اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا َضَرَع انُغ َت ْ ْ َِتل اًنُّصََتَ َنْدََرأ ْنِإ ِءاَغِْْلا ىَلَع  َ ا َّنَِإف َّنُهِْهرُْكي ْنَمَونِهِهَارْكِإ ِدْع َب ْنِم ََّللَّ  
 ٌميِحَر ٌرنُفَغ 
 
Artinya: 
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 
                                                          
8 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
  Perdagangan Orang 
9 Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan Membongkar Kejahatan Traffiking dalam Perspektif  
  Islam, Hukum dan Gender, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 65 



































karunia-nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan 
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu 
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan 
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu 
hendak mencari keuntungan  duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 
mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyanyang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS. An-Nur: 
33)”10 
 
Ayat tersebut menjelaskan pelarangan perdagangan orang, dalam hal ini 
memaksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran. Segala bentuk 
perbuatan yang dapat menimbulkan dorongan seksual yang akan mengantarkan 
seseorang mendekati perbuatan pelacuran atau perzinahan pun dilarang.11 
Dalam ayat tersebut tidak ditentukan hukuman bagi orang yang memaksa 
melakukan pelacuran, oleh karena itu hukuman bagi orang atau pihak yang 
menyelenggarakan, menyediakan lokasi, atau memaksa orang lain melakukan 
pelacuran, di Indonesia disebut mucikari, dapat ditentukan hukumannya 
melalui hukuman takzir.12 
Salah satu kasus perdagangan orang adalah kasus yang terdapat dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN. Plk. Di dalamnya 
majelis hakim memutus dengan pasal 296 KUHP, yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh 
orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, di ancam 
                                                          
10 Dapertemen Agama, Al-Qur’an dan Trafsirnya Jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1993), 626 
11 Eman Sulaiman, Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang:  
   Walisongo perss, 2008), 59 
12 Neng Djuebaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari  
   Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 212-213 



































dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)”.  
Putusan hakim di atas terdapat ketidaksesuaian dengan asas lex specialis 
derogate legi generalis yang terdapat di dalam Undang-undang No 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat 
khusus. 
Dari berbagai pemaran di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 
dengan tema tersebut, dengan fokus pada judul “Analisis Hukum Pidana Islam 
Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk)” 
 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Maka penulis akan mengidentifikasikan 
masalah sebagai berikut:  
1. Kualifikasi bentuk penjatuhan sanksi dalam tindak pidana perdagangan 
orang menurut hukum positif; 
2. Kualifikasi bentuk penjatuhan sanksi dalam tindak pidana perdagangan 
orang menurut hukum Islam; 
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Pengadilan Negeri 
Palangakaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk; 



































4. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk.  
 
 
C. Batasan Masalah 
Untuk membatasi pemembahasan permasalahan terlalu jauh maka 
penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:  
1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang tindak pidana 
perdagangan orang; 
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang tindak 
pidana perdagangan orang. 
 
 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 
penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan di bahas dalam 
tulisan ini, yaitu: 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang tindak 
pidana perdagangan orang? 



































2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi Putusan 
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN/Plk tentang 
tindak pidana perdagangan orang? 
 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.13  
Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan 
dengan tindak pidana perdagangan orang antara lain, ditemukan beberapa 
penelitian tentang perdagangan orang yang cukup beragam, keberagaman tema 
tersebut jutsru mereferensikan sesuatu yang berbeda dengan penelitian yang 
penulis lakukan. Meskipun terdapat kesamaan tema seperti yang penulis 
jumpai sebagai berikut: 
1. Penelitian yang disusun oleh Eldi Rizqi yang berjudul “Analisis hukum 
pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (Wanita) dalam 
perspektif kriminilogi”.14 Persamaan dengan skripsi yang penulis susun 
adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, 
                                                          
13  Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2017), 8. 
14 Eldi Rizqi, “Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (Wanita) dalam  
    perpektif kriminilogi”, Skripsi Saelirjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan,  
    2017 



































sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada obyek 
penelitian yang spesifik membahas mengenai perdagangan orang terhadap 
wanita dengan menggunakan perspektif kriminologi dan tidak 
menyinggung perpektif hukum pidana Islam. 
2. Penelitian yang disusun oleh Lelly Herlianti yang berjudul “Tinjauan 
kriminologi tindak pidana traffiking mengenai perdagangan anak dalam 
perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”.15 Persamaan dengan 
skripsi yang penulis susun adalah sama-sama membahas tindak pidana 
perdagangan orang dengan perspektif hukum Islam dan hukum postif yang 
mengacu pada peraturan perundang-undangan No 21 Tahun 2007, 
sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada obyek 
penelitian adalah perdagangan anak. 
3. Penelitian yang disusun oleh Finy Chikita Christy yang berjudul “Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus)”.16 Persamaan dengan skripsi 
yang penulis susun adalah sama-sama membahas tindak pidana 
perdagangan orang, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis 
terletak pada obyek penelitian berupa putusan serta tidak menggunakan 
perspektif hukum pidana Islam. 
4. Penelitian yang disusun oleh Mariyah Ulfa yang berjudul “Tindak pidana 
perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum 
                                                          
15 Lelly Herlianti, “Tinjauan kriminologi tindak pidana traffiking mengenai perdagangan anak  
   dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan  
   Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016 
16 Finy Chikita Christy, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus)”, Skripsi Sarjana  
   Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2018 



































pidana Islam”.17 Persamaan dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-
sama membahas tindak perdagangan orang terhadap perspektif hukum 
pidana islam, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada 
obyek penelitian berupa putusan. 
 
 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam 
suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan 
penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:   
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan 
Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang tindak pidana perdagangan 
orang; 
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi Putusan 
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang 





                                                          
17 Mariyah Ulfa, “Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana positif dan  
   hukum pidana islam”, Skripsi Sarjana Faklutas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,  
   2018 



































G. Kegunaan Penelitian 
Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 
yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya,  
baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari penelitian ini  
akan memiliki nilai guna pada dua (2) aspek, yaitu: 
1. Aspek Teoritis    
a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan yang baru dan mendalam terkait dengan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dalam hukum pidana Islam terhadap penerapan 
pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangakara Nomor 
491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang sanksi terhadap tindak pidana 
perdagangan orang 
b. Menambah literature sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
2. Aspek Praktis    
a. Memberi jawaban atas  permasalahan yang diteliti. 
b. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan 
dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya.  
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
sumbangan pemikiran dan infromasi mengenai ketentuan khusus 



































dalam peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana 
Perdagangan Orang.  
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat 
pada masalah yang sama. 
 
 
H. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian  
ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah atau kata-
kata yang terdapat dalam judul penelitian, sebagai berikut: 
1. Hukum pidana Islam 
Hukum pidana Islam adalah suatu aturan yang mengatur tentang segala 
ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, 
yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunah, serta pendapat para mujtahid 
dan fuquha.18  
2. Sanksi 
Agama Islam sangat menentang perdagangan orang, namun di dalam al-
Qur’an maupun sunah tidak ditemukan pernyataan mengenai hukuman 
terkait tindak pidana perdagangan orang, oleh karena itu dapat ditentukan 
                                                          
18 Arif Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7. 



































hukumannya melalui takzir.19 Berdasarkan pernyataan Abd Qadir Awdah, 
terdapat jarimah takzir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas namun 
sanksinya ditentukan oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa.20 Sanksi 
yang diberikan berupa hukuman penjara dan denda atau salah satunya, 
bergantung pada penilaian hakim. sedangkan dalam hukum pidana positif 
tindak pidana perdagangan orang diancam dengan pidana penjara dan 
pidana denda.21 
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur 




I. Metode Penelitian 
Metode Penelitian ini bermakna sebagai perangkat pengetahuan langkah 
sistematis dan logis untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam 
menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka 
menggunakan metode: 
1. Bahan Hukum 
                                                          
19 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan..., 213 
20 Darsi Darsi, Halil Husairi, “Takzir dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Jurnal Al-QISTHU Kajian  
   Ilmu-Ilmu Hukum Vol 6 No 2, 2019, 62 
21 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
    Perdagangan Orang 
22 Ibid 



































a. Bahan Hukum Primer 
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas, antara lain: 
1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang; 
2) 296 KUHPidana; 
3) Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/ 
PN. Plk. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Data sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan atau hukum, 
kamus-kamus hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, tesis hukum, 
disertasi hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.23 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan arsip putusan Pengadilan  
Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk yang di susun  
sebagai berikut: 
a. Dokumentasi, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data 
dengan teknik menelaah dokumen, berupa Putusan Nomor 
                                                          
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utana, cet 13, 2017),  
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491/Pid.Sus/2017/PN Plk. tentang sanksi dalam tindak pidana 
perdagangan orang; 
b. Studi Pustaka, merupakan cara yang digunakan untuk memeproleh 
data dengan cara mengumpulkan referensi dari buku baik dalam teori 
hukum pidana positif maupun teori hukum pidana Islam. 
 
3. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan 
pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:  
a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang 
kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang 
telah dihimpun yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan 
orang berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang; 
b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, dalam putusan Nomor 
491/Pid.Sus/2017/PN Plk. menurut hukum pidana Islam sehingga 
menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi; 
c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif hukum pidana Islam 
terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 



































4. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisis data yang telah diolah, maka penulis 
menggunakan metode analisis kualitatif antara lain: 
a. Metode Deduktif: merupakan pola pikir yang berangkat dari variabel 
yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian 
diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah 
pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 
Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk Tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang; 
b. Metode deskriptif: merupakan salah satu metode analisa data dengan 
mendeskripsikan fakta-fakta secara naratif terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk Tentang Tindak 
Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dianalisis menggunakan 
hukum pidana Islam. 
 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun penelitian terarah 
 sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam 
penelitian ini di kelompokkan menjadi 5 (lima) bab, terdiri dari sub-sub bab 
yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan 
rangkaian yang berkaitan. Sistematika sebagai berikut: 



































Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua merupakan landasan teori, yang berisi pengertian dan 
landasan hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, dalam 
hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 
Bab ketiga merupakan hasil penelitian, yang berisi detail gambaran 
putusan Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk yang terdiri dari: (1) kronologi 
kasus; (2) tuntutan Jaksa Penuntut Umum; (3) amar putusan, dan (4) 
pertimbangan hukum hakim. 
Bab keempat merupakan analisis, yang berisi (1) pertimbangan hukum 
hakim dalam putusan Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang sanksi dalam 
tindak pidana perdagangan orang; (2) analisis hukum pidana Islam terhadap 
sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN 
Plk tentang sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang. 
Bab Kelima merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran. 




































PERDAGANGAN ORANG  
 
A. Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Positif 
1. Pengertian perdagangan orang 
Dahulu perdagangan orang diartikan sebagai perpindahan orang 
dengan pemaksaan kepada perempuan melintasi batas negara untuk tujuan 
prostitusi. Saat ini, perdagangan orang diartikan sebagai pemindahan orang 
dengan pemaksaan, terutama kepada perempuan dan anak dengan atau 
tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri untuk 
tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak 
seimbang (servile marriage). Jadi, ada perluasan definisi agar mencakup 
masalah dan tindak kekerasan lebih luas lagi.1 
Human traffiking menurut protokol PBB tahun 2000 ialah perekrutan, 
pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan 
ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, 
penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi 
rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau menfaat untuk 
memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, 
untuk tujuan eksploitasi. 2 
                                                          
1 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus...,164 
2 Edi Hardum, Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet  
   1, 2017), 72 



































Pengertian lain perdagangan orang adalah tindakan kejahatan yang 
dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan 
atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan 
untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik 
perdagangan orang.3  
Kegiatan perdagangan orang makin marak berkembang karena 
kegiatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar 
bagi pelakunya sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi 
masyarakat di desa ataupun di kota.4 
Meski perdagangan orang dilakukan atas izin tenaga kerja yang 
bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan atau tidak 
dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perdagangan orang 
apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak 
berdaya.5  
Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa perdagangan orang merupakan suatu kegiatan yang 
meliputi proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan 
pengiriman perempuan, baik di wilayah negara maupun melintasi batas 
negara untuk pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara 
kekerasan atau ancaman kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan 
                                                          
3 Muhammad Kamal, Human Traffiking Penanggulangan..., 53 
4 Marlina, Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban..., 3 
5 Edi Hardum, Perdagangan Manusia..., 74 



































kekuasaan, atau posisi rentan, penghambaan, dan penipuan untuk tuduhan 
eksploitasi.6 
 
2. Dasar hukum perdagangan orang 
Di Indonesia, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang 
sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP). Pada pasal 296 KUHP yang menentukan mengenai larangan 
perdagangan orang dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai 
kejahatan.  
Namun, ketentuan KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan 
orang yang tegas secara hukum. Disamping itu, dalam hal penjatuhan 
sanksi dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) hukuman yang diterima pelaku terlalu ringan dan tidak sepadan 
dengan dampak yang diderita korban. 
Setelah disahkannya Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjadi jawaban 
penanggulangan tindak pidana perdagangan orang atas tindakan buruk dari 
pengebirian harkat dan martabat orang khususnya yang kerap terjadi di 
Indonesia.  
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, dapat dipahami sebagai setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 
                                                          
6 Alfitra, Modus Operandi...,165 



































ditentukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang.7 Undang-undang No 21 Tahun 2007 juga mengatur 
pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana 
perdagangan orang serta berhak mendapatkan restitusi (ganti rugi).8 
Landasan Yuridis pengaturan tindak pidana perdagangan orang telah 
ditentukan dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari 11 bab dan 
67 pasal, penjabaran lebih lanjut telah dituangkan dalam:9 
a. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang; dan 
b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 
2008 tentang Pembentuka Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara 
Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. 
 
3. Sanksi perdagangan orang 
Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang 
mentaati norma-norma yang berlaku. Dalam hukum pidana, sanksi hukum 
atau hukuman diatur dalam pasal 10 KUHPidana, sebagai berikut:  
a. Hukuman pokok  
                                                          
7 Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Malang: Setara Press, 2017), 3 
8 Muhammad Kamal, Human Traffiking...,5 
9 Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, (Depok: Rajawali Press, cet 1, 2017), 263 



































Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, 
hukuman kurungan, dan hukuman denda. 
b. Hukuman tambahan 
Hukuman tambahan, berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, 
perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan 
hakim.10 
Terkait penjatuhan sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang 
tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan 
bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dikenai hukuman 
berlapis, berupa pidana penjara dan pidana denda. sebagai berikut:11 
a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun tindak pidana tahun dan 
paling lama 15 tahun (lima belas) tahun; 
b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paing banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
 
B. Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian perdagangan orang 
Ditinjau dari perspektif Islam,  konsep pengakuan dan penegakkan 
hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam 
                                                          
10 Alfitra, Modus Operandi..., 91-92 
11 Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
    Perdagangan Orang 



































al-Qur’an dan dicontohkan dalam prilaku keseharian Nabi Muhammad 
saw. Sebagai agama raḥmatan lil ‘ālamῑn, Islam menebarkan nilai-nilai 
kasih sayang, kedamaian, mampu menjalin hubungan harmonis. 
Kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia 
menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhlukmulia.12 
Dalam literatur hukum Islam, perdagangan orang atau traffiking 
dapat diqiyaskan dengan perbudakan, meski dalam praktiknya jelas lebih 
kompleks sehingga bisa dikatakan bahwa traffiking merupakan model 
baru dari bentuk perbudakan (Neo Perbudakan).13 Dalam kasus 
perdagangan orang terdapat 2 (dua) jenis, diantaranya manusia merdeka 
(ḥurr) dan manusia budak (‘abdu).14 Perbudakan adalah sistem 
segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja 
guna kepentingan golongan manusia yang lain.  
Perbudakan dalam pengertian lama, telah dihapuskan pada era 
modern  oleh Abraham Lincoln. Sejatinya Islam juga telah 
menghapuskannya sejak lama. Perbudakan yang masih diakui Islam 
adalah perbudakan yang bermartabat, yang diperlakukan secara baik, dan 
memiliki hak-hak seperti manusia merdeka lainnya. Budak seperti ini 
disebut dengan istilah perbantuan (pembantu) pada masa sekarang. Jadi, 
                                                          
12 Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan..., 65 
13 Ibid, 67 
14 Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Persektif Islam, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda,  
    cet 2, 2018), 183 



































budak dalam Islam berbeda dengan budak-budak pada masa lampau yang 
selalu mengandung konotasi negatif.15 
 
2. Dasar hukum perdagangan orang 
Penghapusan perdagangan orang pada dasarnya untuk 
mengembalikan hak-hak korban yang telah terampas, karena perdagangan 
orang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Allah melarang 
segala macam perbudakan dan memerintahkan pembebasan dari segala 
macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: 
 َمَحَت ْقا َلََف ﴿ َةََْقَعْلا١١﴾ ﴿ ُةََْقَعْلا اَم َكَارَْدأ اَمَو١١﴾ ﴿ ٍةَْ َقَر ُّكَف١١﴾  
 
Artinya:  
“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan 
tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu 
melepaskan perbudakan (hamba sahaya).” (Surah al-Balad ayat 11-
13).16 
 
Dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras 
orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari 
Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits 
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu: 
                                                          
15 Jauhar Ridloni Marzuq, Inilah Islam, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 253 
16 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemahan Per-Kata, (Bandung: PT.Sygma  
    Examedia Arkanleema, 2007), 594 



































 ِْبَأ ْنَع  َرُه َُّللَّا َيِضَر ََةر ْي  َع ْن ُه  ِنَع  َص ِيِبَّنلاا ىَّل ُيللَّ  َع َل ْي ِه  َو َس َّل َم : َلََاق  َُّللَّا َلَاق  : َث َلَ َث ْمُهُمْصَخ َنَأ ٌة
 َمَني  ِةَم اَيِقْلا :  َرَدَغ َُّثُ ِب ىَطَْعأ ٌلُجَر,   رُح َعَبَ ٌلُجَرَوا  ُهََنَثَ َلَكَأَف,  ْأَتْسا ٌلُجَرَو  َرَج  َأ َف ًايرِج َا َف ْن َتْس 
 َْلَو ُهْنِم  ُهَرْجَأ ِطْع ُي  
Artinya: 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “Tiga 
golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; 
pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak 
menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan 
memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa 
tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan 
tetapi dia tidak membayar upahnya. 
 
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang mempebolehkan 
praktik perbudakan, yang ada adalah perintah untuk menghapuskan 
perbudakan, antara lain dalam Surah an-Nur ayat 33: 
 ِهِلْضَف ْنِم ُ َّللَّا ُمُه َيِنْغ ُي َّٰتََّح اًحاَكِن َنوُد َِيَ َلَ َنيِذَّلا ِفِفْع َتْسَيْلَو  َ  َنيِذَّلاَو  َننُغ َت ْ ْ َي  ََ اَتِكْلا اَّ
ِِ  ْْ َكَلَم 
 ْمُُكنَاْيْأ  ْمُهنُِْتاَكَف  ْنِإ  ْمُتْمِلَع  ًار ْ يَخ ْمِهيِف  َ  ْمُهُنتآَو  ْنِم  ِلاَم  َِّللَّا يِذَّلا  ْمُكَتَآ   َ  َو َلَ انُِهرْكُت  ْمُكِتاَي َت َف 
ىَلَع  ِءاَغِْْلا  ْنِإ  َنْدََرأ اًنُّصََتَ انُغ َت ْ ْ َِتل  َضَرَع  ِةاََيْلْا اَي ْن ُّدلا   َ  ْنَمَو  َّنُهِْهرُْكي  َف َّنِإ  ََّللَّا  ْنِم  ِدْع َب نِهِهَارْكِإ  
 ٌميِحَر ٌرنُفَغ 
 
Artinya: 
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 
karunia-nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan 
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu 
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan 
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu 
hendak mencari keuntungan  duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 



































mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyanyang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (Surah An-
Nur: 33)”17 
 
Sebab turunnya surah an-Nur ayat 33 tersebut, diriwayatkan oleh 
Muslim, Abu Daud dari Jabir r.a bahwa Abudllah bin Ubay bi Salul 
mempunyai 2 (dua) hamba sahaya perempuan bernama Musaikah dan 
Umaimah. Kedua budak atau hamba sahaya perempuan itu dipaksa oleh 
Abdullah bin Ubay untuk melakukan pelacuran. Kedua hamba sahaya 
tersebut datang menghadap Rasulullah saw dan mengadukan masalah 
yang mereka hadapi. Kemudian turunlah surat an-Nur ayat 33 ini. 
Dalam masalah ini para Ulama bersepakat atas haramnya menjual 
orang yang merdeka (h}urr) dan setiap akad yang mengarah kesana, maka 
akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat 
mereka yaitu:18 
a. Hanafiyah 
Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak adam dimuliakan 
menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan 
perang), maka akad dan penjualan serta penyamaanya dengan benda 
adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan). 
Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam Al-Ashba>hu wa An-
Naz}air pada kaidah yang ketujuh, “orang merdeka tidak dapat masuk 
dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban 
                                                          
17 Dapertemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an..., 354 
18 Amany Lubis, Ketahanan Keluarga..., 185-186 



































disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-
anak”. 
b. Malikiyah 
Mazhab ini menyebutkan bahwa, apa saja yang tidak sah untuk 
dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual. 
c. Syafiiyah 
Mazhab ini menyebutkan bahwa menjual orang merdeka haram 
dan bathil menurut Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi 
rahimahullah, Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan orang 
merdakan adalah haram menurut Ijma’ Ulama’. 
d. Hanabilah 
Mazhab ini menyebutkan bahwa jual beli ini tidak 
diperbolehkan dalam Islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu 
Muflih al-Hanbali, Manshur bin Yunus al-Bahuthi, dan lainnya. 
e. Zahiriyyah 
Mazhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan 
dagingnya, haram untuk dijual. 
 
3. Sanksi perdagangan orang 
Dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan orang 
yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah 
sebagai Tuhan. Setiap manusia adalah makhluk yang merdeka dan bebas 



































untuk melakukan yang dikendakinya (shulton al-irodah). Segala bentuk 
penguasaan atas kebebasan itu dilarang oleh syari’at.19 
Dalam kajian fikih jinayah, perdagangan orang dapat dianalogikan 
dengan tindakan perkosaan dan perampasan (h}ira>bah). Pada hakikatnya, 
orang yang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas 
dan ternodai hak asasinya. Di samping itu, perdagangan orang juga 
mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran 
agama seperti keadilan, kesetaraaan, kemaslahatan, dan kerahmatan. 
Dalam agama Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur hukuman 
untuk pelaku perdagangan orang. Namun pada dasarnya Islam melarang 
segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudhrat 
terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.20  
Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dalam hukum pidana 
Islam, hukuman dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 
a. Hudud 21 
Hudud, merupakan hukuman khusus yang diterapkan secara 
keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik 
lembaga, badan maupun seseorang. Dalam jurisprudensi Islam, 
penjatuhan hukuman ini dibatasi oleh al-Qur’an dan sunah. 
                                                          
19 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam  
   dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, cet 1, 150 
20 A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja  
    Grafindo Persada, 2000), 164 
21 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasa-dasar Fiqh Jinayah, (Surabaya: Putaka Idea,  
    2015), 13 



































b. Kisas dan diat24 
Kisas merupakan hukuman pembalasan yang dilakukan sesuai 
dengan perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan, 
sedangkan diat hukumannya berupa pembayaran kompensasi 
uang/nilai untuk korban atau sanak familinya. 
c. Takzir23 
Takzir, merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan 
yang tidak ada ketetapan had dan kafarat. Penjatuhan hukuman 
ditentukan oleh penguasa, hakim, dan wakil-wakilnya untuk 
memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka sanksi yang tepat untuk 
orang atau pihak yang menyelenggarakan, menyediakan lokasi, atau 
memaksa orang lain melakukan pelacuran atau tindak pidana 
perdagangan orang ialah hukuman .25 
Takzir menurut bahasa berarti larangan, pencegahan 
menegur, mencela, dan memukul. Secara syar’i takzir adalah 
hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib 
dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak temasuk hudud 
dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun 
                                                          
24 Ibid, 13 
23 Ibid, 13-14 
25 Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam 212-213 



































hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan takzir dengan ta’dib 
(pendidikan).26 
Adapun pendapat dari Abd Qadir Awdah membagi jarimah 
takzir menjadi 3 (tiga),  yaitu:27 
1) Jarimah hudud serta kisas diat yang mengandung unsur shubhat 
atau tidak memenuhi syarat, namun sudah dianggap perbuatan 
maksiat; 
2) Jarimah yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas namun 
sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa; 
3) Jarimah yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi 
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. 
Mengenai penetapan sanksi yang diberikan kepada penguasa 
atau khalifah (umumnya diwakili qadhi/hakim). Meski demikian, hal 
ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak 
hatinya. Dalam takzir terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan 
oleh nas dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi 
takzir, karena penguasa atau qadhi tidak boleh menghukum dengan 
hukuman tersebut.28  
Penguasa tidak boleh menjatuhkan sanksi takzir hanya karena 
seseorang mengerjakan yang makruh atau meninggalkan yang sunah 
                                                          
26 Ibid, 213 
27 Darsi Darsi,“Takzir dalam perspektif Fiqh Jinayah”, (Jurnal Al-Qisthu Kajian Ilmu-ilmu Hukum  
 Vol 6 No 2, 2019), 62 
28 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Bandung: Ghalia Indonesia,  
    2009), 76 



































atau mengerjakan yang mubah. Penguasa harus membatasi sanksi 
takzir pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan atau 
mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Ketika khalifah 
menentukan sanksi takzir, ia wajib terikat dengan apa yang 
ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak boleh sampai 
melampaui ketetapan itu.29 
Dalam jarimah takzir, penguasa diberi hak untuk membebaskan 
pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi 
korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-
batas yang berhubungan dengan hak pribadinya, korban tidak dapat 
menghapuskan hukuman namun bisa meringankan hukuman bagi 
pelaku.30 Para ahli fikih dalam menentukan batas maksimal sanksi 
hukuman takzir yaitu sebagai berikut:31 
1) Hukuman takzir di tetapkan dengan mempertimbangkan 
kemaslahatan serta memperhatikan kondisi fisik terhukum; 
2) Hukuman takzir yang di jatuhkan tidak boleh melebihi 
hukuman had. Menurut pendapat sebagian pengikut Asy-
Syafi’i dan ini merupakan pendapat yang terbaik yaitu 
hukuman takzir terhadap pelangaran memandang perempuan 
lain yang bukan mahramnya dan bergaul bebas dengan lawan 
                                                          
29 Ibid, 77 
30 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 14 
31 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Pidana...,77 



































jenis yang melebihi batas-batas ketentuan syarak, tidak 
dibolehkan hukuman had perzinahan; 
3) Hukuman takzir bisa diberikan maksimal sedikit dibawah batas 
minimal hukuman had. Menurut pengikut Asy Syafi’i, Ahmad 
dan Abu Hanifah, hukuman takzir dapat diberikan dengan 
mencambuknya sebanyak 40 (empat puluh) kali atau 80 
(delapan puluh) kali cambukan; 
4) Hukuman takzir maksimalnya tidak boleh melebihi 10 
(sepuluh)  kali cambukan. Ketentuan ini merupakan salah satu 
pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya. 
Maksut pemberlakuan jarimah takzir  ialah agar pelaku mau 
menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. 
Takzir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, 
apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, 
dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum takzir 
sebagai pendidikan baginya.32 Adapun macam-macam sanksi takzir, 
antara lain: 
1) Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, antara lain: 
a) Hukuman Mati33 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan 
hukuman mati denga syarat perbuatan itu dilakukan 
                                                          
32 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, cet 1, 2016), 93 
33 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., 95 



































berulang-ulang dan akan membawa ke maslahatan bagi 
masyarakat. Mazhab maliki serta sebagian ulama Hanabila 
juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir 
tertinggi.  
Hukuman mati hanya akan diberikan kepada pelaku 
jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan 
jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila 
sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberikan efek jera 
baginya. 
b) Hukuman Cambuk 
Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek 
jera bagi pelaku jarimah takzir. Jumlah cambukan dalam 
jarimah hudud zina ghairu muh}sin dan penuduhan zina 
telah dijelaskan di dalam nas keagaman. Namun dalam 
jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan 
untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan 
dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi 
masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektik karena 
memiliki beberapa keistimewaan, sebagai berikut: 
 (1)     Hukuman cambuk,memberikan efek jera dan  
  memiliki daya represif, karena dapat dirasakan  
  langsung secara fisik; 



































(2)    Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku, 
namun fleksibel karena masing-masing jarimah 
berbeda jumlah cambukannya; 
(3)    Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak  
    membutuhkan anggaran yang besar; 
(4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak 
sampai menelantarkan keluarga terhukum. 
Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah 
takzir, untuk memberikan pelajaran namun tidak boleh 
menimbulkan cacat. Apabila terhukum adalah laki-laki, 
diharuskan membuka pakaian, jika yang terhukum adalah 
perempuan maka tidak diperbolehkan membuka pakaian. 
Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, 
dan kemaluan, bisanya diarahkan ke punggung. 
2) Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, 
antara lain: 
a) Hukuman penjara 
Pemenjaraan secara syar’i adalah menghalangi atau 
melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. 
Pemenjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara atau 
tempat-tempat lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari 



































Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata:34 
 “Rasulullah saw telah menahan seseorang karena tuduhan, 
kemudian melepaskannya.” 
Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok, bisa 
juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara 
menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang 
berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi 
terhukum. Hukuman penjara dalam syari’at Islam dibagi 
menjadi dua, antara lain:35 
(1)    Hukuman penjara terbatas 
Hukuman penjara terbatas merupakan hukuman 
penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. 
Menurut Imam Al-Zaila’i bisa dua atau tiga bulan, 
bahkan bisa kurang atau lebih dari itu. Sedangkan 
menurut Syafi’iyah, batas maksimumnya adalah 1 
(satu) tahun; 
(2)     Hukuman penjara tidak terbatas 
Hukuman penjara ini tidak terdapat batasan waktu. 
Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang 
yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah 
                                                          
34 Assadulloh Al-Faruq, Hukum Pidana..., 82 
35 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana...,102-103 



































lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara 
seumur hidup, hukuman seumur hidup dikenakan 
kepada penjahat yang sangat berbahaya. 
b) Hukuman pengasingan36 
Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat 
yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman takzir dapat 
dijatuhkan kepada pezina ghairu muh}san setelah 
sebelumnya dijatuhi had  zina.  
Adapun batas waktu pengasingan selama satu dan 
tahun dan pengasingan dilakukan di daerah yang masih 
menjadi bagian dari wilayah Islam. Pengasingan yang lebih 
dari 1 (satu) tahun akan membuat kabur makna 
pengasingan, karena orang yang diasingkan seperti 
bermukim (menetap). Pengasingan tidak boleh dilakukan 
di luar batas wilayah Islam. Jika itu terjadi, berarti orang 
yang diasingkan telah keluar dari negeri Islam menuju 
negeri kufur. 
3) Sanksi Takzir  yang Berkaitan dengan Harta37 
Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya 
hukuman \ takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam 
Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan 
                                                          
36 Assadulloh Al-Faruq, Hukum Pidana..., 81-82 
37 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana...,107 



































bahwa hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak 
dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-Syafi’i, Imam 
Ahmad bin Hanbali, seta Imam Abu Yusuf membolehkan 
apabila dipandang membawa maslahat. 
Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti 
mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, 
melainkan menahan sementara waktu. Apabila pelaku tidak 
bisa diharapakan melakukan taubat, maka hakim dapat 
memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang 
mengandung mashlahat.  




































DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI PALANGKARAYA NOMOR: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk 
 
A. Kronologi Kasus Tentang Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan 
Orang Putusan Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk 
Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang wanita berinisial “EW” 
berumur 45 tahun, beralamat di Jl. Mahir Mahar Km 2 Rt 003 Rw 016 Kel 
Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan 
Tengah. Terdakwa merupakan seorang wiraswasta.1 
Awal mula kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 
sekitar pukul 00:15 WIB di Mahir Mahar Km 2 Rt 003 Rw 016 Kel Langkai 
Kec Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana terdakwa ditangkap karena diduga 
telah membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang. 
Tim Direskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan penggerebekan 
terhadap rumah milik terdakwa karena diduga ditempat tersebut terdapat 
kegiatan prostitusi terselubung yang disamarkan dengan warung kopi. Saat 
                                                          
1 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN Plk, 1 



































petugas dari tim Direskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan 
penggerebekan saksi “A alias I” baru saja melakukan pelayanan seks. 
Alat bukti yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut antara lain 
pakaian saksi “A alias I”, kondom dan uang hasil pelayanan seks. Tarif harga 
yang ditawarkan kepada tamu berkisar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu 
rupiah) - Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Anggota kepolisian 
membawa dan mengamankan para saksi, barang bukti ke Polda Kalimantan 
Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.  
Setelah anggota Kepolisian dari tim Direskrimum Polda Kalimantan 
Tengah membawa dan mengamankan para saksi, barang bukti ke Polda 
Kalimantan Tengah, diperoleh beberapa informasi dari hasil penyidikan yang 
di dapat diantaranya: 
1. Terdakwa menyewakan sebuah rumah kepada saksi Acih alias Ica untuk 
ditinggali saksi “A alias I” bersama suami dan 1 (satu) orang anaknya, 
dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 
dua bulan; 
2. Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan dari saksi “A alias I” adalah 
Pekerja Seks Komersial (PSK) dan terdakwa tidak keberatan kalau rumah 
milik terdakwa dijadikan tempat berjualan kopi dan tempat melayani 
tamu berhubungan intim; 



































3. Tarif yang diberikan setiap melakukan pelayanan terhadap tamu laki-laki 
saksi Acih alias Ica antara Rp130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); 
4. Setelah melayani tamu laki-lakinya, saksi “A alias I” mendatangi rumah 
terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter untuk memberian 
uang sewa setiap ada tamu laki-laki kepada terdakwa sebesar Rp 30.000 
(Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu 
rupiah) per tamu. Pemberian uang tips dari saksi “A alias I” kepada 
terdakwa sudah terjadi berulang sebanyak 6 kali. 
 
 
B. Tuntutan Jaksa 
Berdasarkan kronologi kasus diatas, perbuatan terdakwa sebagaimana 
telah diatur, diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:2 
“Barang siapa dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau 
kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 
(empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000 (lima belas ribu 
rupiah)”. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai  
berikut: 3 
1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana karena pencahariaanya atau 
                                                          
2 Pasal 296 KUHP 
3 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya..., 2 



































kebiasaanya denga sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan 
cabul dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 
296 KUHP, sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan 
perintah tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit buah kondom merek Sutra; 
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah maroon gambar kupu-kupu  
merek Orenz; 
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam. 
Dirampas untuk dimusnakan, 
- Uang tunai sejumlah Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah); 
- Dirampas untuk negara. 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara 
sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). 
Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tersebut  
berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, sebagai berikut: 
1. Saksi Nanda Tri Pambudi Bin Djoemani (Alm)4 
Saksi adalah seorang anggota tim Direskrimum Polda Kalimantan 
Tengah. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/167/VII/2017 
                                                          
4 Ibid, 5 



































Direskrimum tanggal 12 Agustus 2017, terjadi penangkapan/ 
penggerebekan terhadap tempat prostitusi terselubung 
Berdasarkan hasil introgasi saksi “A alias I”, terdakwa menyewakan 
rumah dengan 3 (tiga) kamar kepada saksi “A alias I” dan keluarganya, 
seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bulan. Rumah 
terdakwa dijadikan tempat tinggal, berjualan kopi, serta tempat 
pelayanan seks oleh saksi “A alias I”.  
Berdasarkan pengakuan saksi “A alias I”, apabila dirinya telah 
melakukan pelayanan terhadap tamu laki-lakinya, saksi memberikan uang 
kepada terdakwa sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai 
dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar. Dari 
hasil penangkapan/penggerebekan saksi Dwi dan Nanda menyita 
beberapa barang yang terdapat dilokasi diantaranya pakaian, kondom, 
serta uang Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). 
2. Saksi Dwi Cahyono, SH Bin Hamsani5 
Saksi adalah seorang anggota tim Direskrimum Polda Kalimantan  
Tengah. Berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 
SP.Gas/167/VII/2017Direskrimum tanggal 12 Agustus 2017, terjadi 
penangkapan/ penggerebekan terhadap tempat prostitusi terselubung. 
Berdasarkan hasil introgasi saksi “A alias I”, terdakwa menyewakan 
rumah dengan 3 (tiga) kamar kepada saksi “A alias I” dan keluarganya, 
seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bulan. Rumah 
                                                          
5 Putusan Pengadilan Palangkaraya..., 5-6 



































terdakwa dijadikan tempat tinggal, berjualan kopi, serta tempat 
pelayanan seks oleh saksi “A alias I”.  
Berdasarkan pengakuan saksi Aci alias Ica, apabila dirinya telah 
melakukan pelayanan terhadap tamu laki-lakinya, saksi memberikan uang 
kepada terdakwa sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai 
dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar. Dari 
hasil penangkapan/penggerebekan saksi Dwi dan Nanda menyita 
beberapa barang yang terdapat dilokasi diantaranya pakaian, kondom, 
serta uang Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). 
3. Saksi Acih alias Ica Binti Anda6 
Saksi adalah penyewa rumah yang dimiliki oleh terdakwa Eny 
Widarsih alias Mama Rio Binti Marjuki, di Jl Marinir Mahar Km 2 Kel. 
Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan harga Rp 500.000 
(lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, saksi tinggal bersama anak dan 
suaminya. Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 20 (dua 
puluh) meter. 
Rumah sewa tersebut saksi jadikan tempat tinggal, tempat 
berjualan kopi dan tempat memberi layanan seks kepada pelanggan laki-
laki ketika suami saksi “A alias I” pergi. Sekali pelayanan saksi mematok 
tarif Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 
150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari tarif tersebut, sudah 6 
(enam) kali saksi memberikan uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar 
                                                          
6 Ibid, 6-7 



































Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh 
ribu rupiah). 
4. Saksi Mariono Bin Sulaeman (Alm)7 
Saksi adalah suami terdakwa, saksi mengetahui bahwa saksi “A 
alias I”  menyewa rumah milik terdakwa di Jl Marinir Mahar Km 2 Kel. 
Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan harga Rp 500.000 
(lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, saksi tinggal bersama anak dan 
suaminya. Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 20 (dua 
puluh) meter. 
Saksi mengetahui kalau pekerjaan saksi “A alias I” adalah PSK dan 
saksi tidak keberatan kalau rumah milik saksi dijadikan tempat berjualan 
kopi dan tempat melayani tamu laki-laki. Jarak rumah saksi Mariono 
dengan rumah saksi “A alias I” sekitar 20 (dua puluh) meter. 
 
 
C. Amar Putusan 
Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan telah memeriksa 
semua alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh 
Jumongkas Lumban Gaol, SH., M.H. sebagai hakim ketua, Agus Windana, SH 
dan Jimmy Ray Ie, SH sebagai hakim anggota dalam perkara Nomor: 
491/Pid.Sus/2017/PN Plk ini memutus dengan:8 
                                                          
7 Ibid, 7-8 
8 Ibid, 2 



































1. Menyatakan terdakwa “EW”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan 
perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana 
dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “EW” oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit buah kondom merek sutra; 
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah maroon gambar kupu-kupu merek 
orenz; 
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam; 
Dirampas untuk dimusnakan 
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) 
Dirampas untuk negara. 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 
5000,00 (lima ribu rupiah). 
 
 



































D. Pertimbangan Hukum Hakim 
Putusan majelis hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang yang  
dilakukan oleh Terdakwa dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana  
berikut: 
1. Telah terpenuhinya semua unsur 296 KUHP bagian  dari dakwaan 
alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa 
Unsur yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan 
atau badan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan 
kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku 
tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.9 
Didepan persidangan telah diajukan Terdakwa dengan identitas 
sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh 
Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa 
oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didawakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis hakim 
menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum.10 
b. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
oleh orang lain dengan orang lain 
                                                          
9 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya..., 10 
10 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya..., 10 



































Unsur yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus), merupakan 
bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai 
hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan 
(terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa.11 cabul ialah 
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 
perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi. 
c. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan 
Unsur pencaharian dan kebiasaan dapat diartikan dari seberapa 
sering terjadinya transaksi dan kegiatan tersebut terjadi.Unsur diatas 
terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila sub unsur 
terpenuhi maka unsur pasal telah terbukti. 
2. Hal-hal yang memberatkan: 
Berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim tidak menemukan 
alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya.12 
Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sangat merugikan banyak 
pihak terutama warga masyarakat Mahir Mahar Km 2 No.2 RT 03 RW 
                                                          
11 Ibid, 11 
12 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya..., 12 



































016 Kel. Langkai Kec Pahandut Kota Palangka Raya bahkan masyarakat 
luas yang merasa khawatir bila hal tersebut menjadi hal yang lumrah 
sehingga akan banyak yang membuka praktek serupa. Warga masyarakat 
merasa khawatir dengan anak-anak muda penurus bangsa dalam hal ini 
anak-anak perempuan yang mulai beranjak remaja atau dewasa akan 
terjerumus kedalam kegiatan yang semacam itu. 
3. Hal-hal yang meringankan: 
Dalam kasus ini, terdakwa telah menyesali pebuatannya dan telah 
berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu terdakwa memiliki 
anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang terdakwa  yang 
merupakan ibu kandungnya. 
 




































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PUTUSAN PN 
PALANGKARAYA NO 491/Pid.Sus/2017/PN Plk  
 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 491/Pid.Sus 
/2017/PN.Plk tentang Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Palangkaraya, lebih lengkapnya beralamat di Mahir Mahar 
Km.2 No. 2 RT 03 RW 016 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya 
Provinsi Kalimantan Tengah ini terjadi belum ada 1 (bulan) lamanya. Berawal 
dari saksi berinisial “A alias I” bersama suami dan 1 (satu) orang anaknya yang 
datang dari provinsi Jawa Barat, saksi mendatangi terdakwa “EW” untuk 
menyewa rumah dengan fasilitas 3 (tiga) kamar dan warung kopi selama 2 
(dua) bulan dengan harga yang disepakati Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
milik terdakwa yang tidak terpakai. Setelah terjadi kesepakatan mengenai 
harga dan lama sewa, saksi “A alias I” beserta keluarga kecilnya tinggal di 
rumah sewa tersebut. Untuk menambah pemasukan keuangan keluarganya 
saksi “A alias I” berjualan kopi dan makanan ringan dari pukul 17.00 WIB 
sampai dengan pukul 01.00 WIB selain itu saksi “A alias I”\ juga melayani 
tamu atau pelanggan yang ingin berhubungan seks dengannya dengan tarif Rp 
130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus 
lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seks. Kegiatan ini dilakukan 



































setiap kali suami saksi “A alias I” sedang tidak dirumah. Terdakwa selaku 
pemilik rumah mengetahui dan tidak keberatan akan adanya kegiatan 
tersebut.  
Apabila saksi “A alias I” mendapat uang dari pelanggan yang 
mendatangi warungnya bertujuan untuk melakukan hubungan seks, maka 
setelah melakukan pekerjaannya saksi mendatangi rumah terdakwa untuk 
menyerahkan uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), hal ini sudah terjadi 
sebanyak 6 (enam) kali. Berdasarkan informasi pengaduan dari masyarakat 
yang merasa resah karena kegiatan yang terjadi dirumah terdakwa yang 
disewa oleh saksi “A alias I”, maka pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 
sekitar pukul 00:15 WIB, tim Direskrimum Polda Kalimantan Tengah 
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/167/VIII/2017/Ditres- 
krimum melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa “EW” 
beserta saksi “A alias I”.  
Selanjutnya, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan 
alternatif kesatu terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-
undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan dakwaan alternatif kedua terdakwa diancam pidana 
dalam Pasal 296 KUHPidana. 



































Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/ 
2017/PN Plk hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak pidana 
“Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai 
pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. 
Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan. 
Majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terkait perbuatan 
terdakwa karena perbuatannya yang membiarkan adanya kegiatan yang tidak 
baik, merugikan dan meresahkan banyak pihak terutama warga masyarakat 
Mahir Mahar Km.2 No.2 RT 03 RW 016 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota 
Palangka Raya yang merasa khawatir dan terganggu akibat aktivitas yang ada 
dalam rumah yang di sewa saksi “A alias I”.  
Menurut penulis terdapat beberapa ketidaksesuaian antara putusan 
majelis hakim dengan teori yang ada, antara lain: 
Pertama, dalam putusannya majelis Hakim menetapkan saudari berinisial 
“EW” sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang 
berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana. Menurut 
penulis putusan ini dirasa kurang tepat karena tidak mempertimbangkan asas 
lex specialis derogate legi generalis (perundang-undangan yang mengatur hal-
hal yang bersifat khusus mengesampingkan perundang-undangan yang 



































mengatur substansi secara umum).1 Adapun dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP 
yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus 
itulah yang diterapkan”. 2 \ 
Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika majelis Hakim menjatuhkan 
hukuman berdasarkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang No 21 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:  
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, 
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.3 
Kedua, menurut penulis ancaman hukuman yang diterima terdakwa 
dibawah minimal sehingga unsur keadilan belum terpenuhi, berdasarkan bunyi 
                                                          
1 Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, Cet 1, 2016),  
    52 
2 Pasl 63 ayat (2) KUHP 
3 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
  Perdagangan Orang  



































Pasal 296 KUHPpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan 
sedangkan pidana denda paling banyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 
Selain itu, menurut penulis apabila Pasal 296 KUHP dijadikan landasan untuk 
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus perdagangan orang dirasa 
kurang memadai jika digunakan sebagai payung hukum serta pedoman 
masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan pelindungan 
terhadap korban kejahatan perdagangan orang. 
Ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan berupa 
keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa. 
Bahwa terdakwa menerima manfaat atau keuntungan, dengan berperan 
sebagai penyedia dan pengatur harga sewa kamar di warung yang disewa oleh 
saksi “A alias I”. Untuk harga sekali menyewa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh 
ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 
Oleh karena itu menurut penulis, alangkah lebih baik jika majelis Hakim 
menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 2 
ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: 
“... manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi...”. Sehingga perbuatan 
terdakwa dapat dijatuhi ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).  



































B.   Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Putusan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang Sanksi dalam Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Dengan dalih ingin membantu perekonomian keluarga, dengan cara 
membuka warung kopi yang menjadi fasilitas di rumah yang saksi “A alias I” 
dan keluarga sewa dari terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah).  
Saksi “A alias I” membuka warung kopi sejak pukul 17.00 sampai 
dengan 01.00 WIB, saksi berjualan kopi dan beberapa makanan ringan tidak 
hanya itu saksi juga melayani tamu yang ingin berhubungan seks dengannya. 
Saksi “A alias I” mematok tarif untuk sekali berhubungan seks sebesar Rp 
130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000 (Seratus 
lima puluh ribu rupiah).  
Kegiatan ini tanpa sepengetahuan suami saksi karena kegiatan tersebut 
dilakukan ketika suami saksi “A alias I” sedang bekerja, namun pemilik rumah 
yang merupakan terdakwa dalam kasus ini mengetahui dan tidak keberatan 
dengan kegiatan tersebut. Peran terdakwa ialah menyediakan kamar serta 
mengatur sewa kamar, untuk 1 (satu) orang tamu pria terdakwa akan 
mendapatkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50. 000,- 
(lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan saksi “A alias I” terdakwa 
sudah sebanyak 6 kali menerima uang sewa dengan nominal berbeda-beda 
sebagaimana pen jelasan diatas. 
 



































Ditinjau dari Perspektif hukum pidana Islam, perdagangan orang dapat 
dikiyaskan dengan perbudakan. Meski dalam praktiknya jelas lebih kompleks 
sehingga dapat dikatakan bahwa traffiking merupakan model baru dari bentuk 
perbudakan (Neo Perbudakan).4 Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang 
wanita beragama Islam yang hidup di negara dengan mayoritas penduduknya 
memeluk agama yang sama dengannya yaitu agama Islam.  
Pada hakikatnya, orang yang dipaksakan melacurkan dirinya adalah 
orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Sebagaimana riwayat 
Muslim, Abu Daud dari Jabir r.a. bahwa Abdullah bin Salul mempunyai dua 
orang hamba sahaya perempuan bernama Musaikah dan Umaimah. Kedua 
budak atau hamba sahaya perempuan itu dipaksa oleh Abudullah bin Ubay 
untuk melakukan pelacuran, hingga kedua hamba sahaya tersebut mendatangi 
Rasulullah saw untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Lalu 
turunlah QS an-Nur ayat 33, namun di dalam surat an-Nur ayat 33 tidak 
mengatur tentang hukuman untuk orang yang melakukan kejahatan 
perdagangan orang hanya memberikan larangan melakukan perdagangan orang 
atau perbudakan.5  
Menurut penulis, hukuman yang terpat untuk terdakwa sebagai pihak 
yang menyediakan lokasi serta mengatur harga sewa kamar untuk kegiatan 
perdagangan orang ialah jarimah takzir. Penerapan jarimah takzir terhadap 
pelaku tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak adanya ketentuan 
                                                          
4 Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan..., 67 
5 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan..., 212 



































sanksi jarimah secara eksplisit dalam al-Qur’an dan sunnah terhadap tindak 
pidana tersebut. Adapun disinggung di dalam al-Qur’an namun hanya larangan 
praktek perbudakan tanpa mengatur hukuman untuk pelaku perdagangan 
orang. Mengacu pada pendapat Abd Qadir Awdah, terdakwa dapat dikenai 
jarimah takzir  sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur’an dan hadist 
tetapi sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa.6 
Secara syar’i, \ takzir merupakan hukuman yang tidak ditentukan (bentuk 
dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak 
termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah 
maupun hak pribadi.7  
Hak penjatuhan sanksi diberikan kepada khalifah/penguasa (umumnya 
diwakili oleh qadhi/hakim), meski demikian hal ini tidak menjadikan penguasa 
berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Ketika seorang penguasa 
menentukan sanksi takzir, maka telah terikat dengan apa yang ditetapkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh melampaui ketetapan tersebut. 
Berdasarkan nas syarak dari al-Qur’an dan Sunnah seorang penguasa 
atau qadhi memiliki batasan dalam ukuran menentukan hukuman yang akan ia 
jatuhkan.8 Maksud, pemberlakuan sanksi takzir adalah agar pelaku 
menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Dalam 
proses pemberlakuannya penguasa atau hakim terikat dengan jaminan 
                                                          
6 Darsi Darsi, Halil Husairi, “Ta’z𝑖r̅ dalam Perspektif Fiqh..., 62 
7 Ibid, 213 
8 Ibid, 76-77 



































keselamatan terhukum, memastikan hukuman yang diberikan bersifat 
mendidik dengan tujuan terhukum tidak mengulangi kesalahan.  
Dalam hukuman takzir terdapat dua macam, berdasarkan hak yang 
dilanggar, sebagai berikut: 
1. Jarimah takzir  yang menyinggung hak Allah  
segala perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan 
umum; 
2. Jarimah takzir  yang menyinggung hak individu  
segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu 
bahkan orang banyak.9  
Adapun macam-macam sanksi dalam Jarimah takzir, diantaranya:10 
1. Sanksi takzir  yang berkaitan dengan badan, dibagi menjadi 2 
diantaranya: 
a. Hukuman mati 
Mazhab Hanafi, Maliki dan sebagian ulama membolehkan sanksi 
takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan 
berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.  
b. Hukuman cambuk\ 
Hukuman cambuk dianggap sangat efektid dalm memberikan efek 
jera kepada pelaku jarimah takzir. 
2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdakaan seseorang, dibagi 
                                                          
9 Ibid, 94 
10 Ibid, 95 



































menjadi 2 diantaranya: 
a.   Hukuman penjara  
Hukuman penjara merupakan hukuman pencegahan atau 
penahanan. Hukuman dapat menjadi hukuman pokok, hukuman 
pengganti bahkan hukuman tambahan apabila hukuman pokok tidak 
membawa dampak bagi terhukum; 
b.      Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had, namun dalam 
perkara tertentu dapat diterapkan sebagai hukuman takzir).11 
Jarimah takzir yang diberlakukan untuk pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya, sebagai 
berikut:12 
a. Hukuman Pokok 
Hukuman pokok berupa hukuman mati, dapat diberlakukan jika 
terdakwa melakukan kejahatan secara berulang. 
b. Hukuman Pengganti 
Hukuman Pengganti, dapat diberlakukan apabila hakim merasa 




                                                          
11 Ibid, 100-104 
12 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja  
    Grafindo, 1997), 203 



































c. Hukuman Tambahan 
Hukuman tambahan dapat berupa hukuman denda, penyitaan, 
perampasan bahkan penghancuran barang. 
Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis, terdakwa inisial 
“EW” dapat dikenai hukuman takzir. Melihat kronologi kasus yang ada 
serta memperhatikan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa, maka 
terdakwa dapat dijatuhi sanksi takzir  berupa hukuman penjara dan 
hukuman denda. Sanksi takzir berupa hukuman penjara dan denda 
diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa, dengan 
harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. 
 







































Berdasarkan bab-bab yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan Nomor 
491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang tindak pidana perdagangan orang, 
menggunakan dakwaan alternatif  ke 2 (dua) yaitu Pasal 296 KUHP 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa kurang tepat. Karena 
mengesampingkan asas hukum yaitu asas lex specialist derogate legi 
generalis, sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP “jika suatu 
perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula 
dalam aturan pidana yang khusus, hanya menerapkan yang bersifat 
khusus”. Berdasarkan kronologi kasus, alat bukti, keterangan terdakwa 
dan 4 (empat) orang saksi, terdakwa terbukti mendapatkan keuntungan 
dengan berperan sebagai penyedia serta pengatur harga sewa kamar 
sehingga dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang No 21 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara singkat 3 
(tiga) tahun dan pidana denda sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh 
juta rupiah). 



































2. Dalam hukum pidana Islam, perdagangan orang dapat diqiyaskan dengan 
perbudakan. Secara eksplisit didalam al-Qur’an dan sunah hanya 
melarang perdagangan orang tanpa mengatur sanksi bagi pelakunya, 
sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman takzir sebagaimana pendapat 
Abd Qadir Awdah, bahwa terdakwa dapat dikenai hukuman sesuai nas 
namun sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa. Sanksi dapat 
berbentuk pidana penjara dan pidana denda, untuk memberikan efek jera. 
 
 
B. Saran  
Adapun saran-saran penulis sebagai berikut: 
1. Untuk hakim, alangkah lebih baik jika mempertimbangkan hukuman yang 
dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan asas lex specialis 
derogate legi generalis, fakta persidangan dalam hal ini keterangan saksi 
serta Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang karena salah satu tujuan diciptakannya Undang-
undang no 21 Tahun 2007 adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
kejahatan perdagangan orang. 
2. Untuk masyarakat, diharapkan memiliki peran aktif untuk mengedukasi 
sedari dini anak-anak agar terhindar dari kejahatan perdagangan orang. 
Selain itu masyarakat diharapkan lebih waspada dan memperhatikan 
lingkungan sekitar sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan 



































perdagangan orang, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila 
terdapat aktivitas yang mencurigakan. 
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